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ABSTRAK 

Kata kunci : Pengelolaan Lahan 

Tesis ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan 

tentang bagaimanakah  pengelolaan ladang pesanggem di Desa Ngepung Kecamatan 

Lengkong? Perspektif fiqh Muzara’ah terhadap sistem bagi hasil ladang pesanggem?  

Dalam penulisan Tesis ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan 

adalah observasi, interview atau wawancara,. Sedangkan teknik analisanya berupa 

in, dengan menggunakan pola pikir induktif, artinya penulisan berusaha 

menggambarkan pengelolaan ladang pesanggem, sistem bagi hasil, perbedaan dan 

persamaan dalam pengelolaannya, yang diperoleh sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya kemudian menilainya dalam perspektif Hukum Islam. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan ladang pesanggem adalah 

penanaman tumbuhan sekunder (porang, kunyit, jagung dll) diantara pohon tegakan 

utama (jati, sengon, mindi dll) dengan prosentase bagi hasil 80% untuk petani dan 

20% untuk Perhutani untuk setiap kali panen. 

Dan pengelolaan ladang pesanggem boleh  menurut Islam, akad yang 

dilakukan di Desa Sugihwaras boleh dilihat dari analisis akad, syarat dan rukun yang 

ada, akan tetapi di Desa Ngepung Kecamatan Lengkong ada sebuah syarat yang 

tidak dipenuhi, yaitu  tentang tanah yang subur dan menghasilkan, sesuai dengan 

sabda Nabi Muhammad Saw tentang tidak diperbolehkan memberikan tanah yang 

tidak subur sebagai objek akad, dikarenakan menjadikan akad ini merugikan,   

sehingga akad yang terjadi di Desa Ngepung Kecamatan Lengkong menjadi tidak 

boleh. 

Sejalan dengan kesimpulan diatas maka kepada pihak yang berakad dengan 

petani yaitu perhutani disarankan : pertama, hendaknya memberikan bentuk 

kerjasama yang lain yang sesuai dengan kondisi masyarakat desa Ngepung 

kecamatan lengkong, sehingga tercipta hubungan saling menguntungkan antara 

petani dengan Perhutani. Kedua, pemerintah kabupaten juga memperhatikan 

kesejahteraan masyarakat untuk bisa mengangkat kondisi ekonomi dan social 

masyarakat.  

 




